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Mengingat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 11);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

(1)

(2)

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
. laporan realisasi anggaran;
. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;
. laporan operasional;
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan.
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Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Rp 1.404.723.995.630,05

Belanja Rp 1.403.224.521.931,88

Surplus/(Defisit) Rp 1.499.473.698,17
Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp 90.481.710.048,06

2. Pengeluaran Rp 5.510.170.000,00

Surplus / defisit
Rp 84.971.540.048,06

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a,

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.745.053.439,79 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima

juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.400.978.942.190,26
2. Realisasi Rp 1.404.723.995.630,05
Selisih lebih / (kurang) Rp 3.745.053.439,79

Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 116.694.320.418,04 (seratus enam belas milyar enam ratus

sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah nol empat sen) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.519.918.842.349,92

2. Realisasi Rp 1.403.224.521.031.8
Selisih lebih / (kurang) Rp (116.694.320.418,04)




Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 120.439.373.857,83 (seratus dua puluh milyar empat
ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga
sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah perubahan Rp (118.939.900.159,66)
2. Realisasi Rp 1.499.473.698,17
Selisih lebih / (kurang) Rp (120. 439.373.857,83)

Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 33.968.360.111,60 (tiga puluh tiga milyar
sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sebelas rupiah enam puluh sen) dengan
rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 124.450.070.159,66
2. Realisasi Rp 90.481.710.048,06
Selisih lebih / (kurang) Rp (33.968.360.111,60)

Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 5.510.170.000,00
2. Realisasi Rp 5.510.170.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 0,00



f.  Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 33.968.360.111,60 (tiga puluh tiga milyar sembilan
ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sebelas rupiah enam puluh sen) dengan rincian

sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 118.939.900.159,66
2. Realisasi Rp  84.971.540.048.,06
Selisih lebih / (kurang) Rp (33.968.360.111,60)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp. 2.307.753.195.190,84

b. Jumlah kewajiban Rp. 17.930.080.334,73
c. Jumlah ekuitas Rp. 2.289.823.114.856,11

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017 Rp. 80.520.135.381,06
b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 257.672.868.235,17
c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. (261.673.394.537,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. 9.989.830.000,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. (501.144.373,08)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2017 Rp. 86.008.294.706,15



Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;,

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan operasional,

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca,;

Laporan arus kas;
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Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Catatan atas laporan keuangan,

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,;
Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal...28... Agustus 208
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

I~

ODANG|PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN....2018 . \WOMOR..8 e

Bupati Kubu Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Aqustus 2018
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